LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2017

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang
berfungsi sebagai penghimpun dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola
yang baik sudah menjadi keharusan. PT. BPR Chandra Muktiartha menyadari bahwa
penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu
keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang serta
memaksimalkan nilai perusahaan. Penyusunan kebijakan tata kelola perusahaan PT. BPR
Chandra Muktiartha dilakukan dengan mengacu pada ketentuan aturan No 4/POJK.03/2015
tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengharuskan bahwa
setiap Bank Perkreditan Rakyat membuat laporan pelaksanaan penerapan Tata Kelola BPR
tahun 2017 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT. BPR Chandra Muktiartha saat ini sudah
berusaha untuk menerapkan Tata Kelola BPR dengan menjaga prinsip-prinsip Tata Kelola BPR
yang Keterbukaan (Transparency), Akuntanbilitas (Accountability), Pertanggung Jawaban

(Responsibility), Independensi (Independency), Kewajaran (Fairness).

Manajemen PT. BPR Chandra Muktiartha berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-
prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan mengenai Penerapan Keuangan Nomer 4/P0OJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah Pokok- Pokok Laporan Penerapan

Tata Kelola selama tahun 2017 :

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi



D. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Direksi dengan Direksi lain,
Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham BPR

E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

F. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Dewan Komisaris dengan
Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

G. Penerapan Fungsi Kepatuhan

H. Penerapan Fungsi Audit Intern

I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

J.  Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

K. Rencana Bisnis BPR

-

Transparasi Kondisi keuangan dan Non Keuangan
. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
Jumlah Penyimpangan Intern
Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Lo @O0 =2 L

Pemberian Dana / Bantuan untuk Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun
Penerima Dana

S. Hasil Penilaian ( Self Assesment ) dan Kesimpulan Umum.

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
PT. BPR Chandra Muktiartha dipimpin oleh 2 (dua) orang Direksi, 1 direksi
diangkat sebagai Direktur Utama dan 1 Direksi ditunjuk menjadi Direktur yang
membawahkan Fungsi Kepatuhan. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).



Direksi berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 20/P0OJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pengangkatan Direksi berdasarkan Akta Notaris No 27 tanggal 07 April 2017 Notaris
Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di Semarang, yang
telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana Kementrian
Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa jabatan Direksi adalah 3 (tiga) tahun dan
untuk Direktur Utama akan berakhir pada tahun 2018, untuk Direktur akan berakhir
pada tahun 2019.

Pada Tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi
selengkapnya adalah sebagai berikut :

a) Pemenuhan jumlah direksi (POJK No4/POJK.03/2015 pasal 4)

Efektif Penunjukan Tahun
Nama Direktur Jabatan Persetujuan Persetujuan Berakhir
OJK/BI RUPS

Ascar Setiyono, S.S0s, MM | Direktur Utama 21-04-2017 07-04-2015 29-04-2018

Kus Sentono Halim, SE Direktur 21-04-2017 20-05-2016 20-05-2019

Keterangan: Akta Penetapan Direktur ada dalam Lampiran 1.1

b) Tempat tinggal dan domisili Direktur (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 5)

Alamat tempat tinggal dan domisili kedua Direktur berada di Propinsi Yogyakarta.

No Nama Alamat sesuai KTP

Pondok Intan Permai 3 No C-6 RT 61 RW 01
1 | Ascar Setiyono, S.Sos, MM Kricak Tegalrejo Yogyakarta

JI. Kusumanegara 113 RT 13 RW 04 Muja Muju
2 Kus Sentono Halim, SE Umbulharjo Yogyakarta

Keterangan: Foto Copy KTP Anggota Direksi ada dalam Lampiran [1.2

c) Hubungan Keluarga Direktur (POJK No 4/P0JK.3/2015 pasal 6)
Kedua Direktur tidak saling memiliki ikatan hubungan keluarga baik dari pihak

ayahnya dan ibunya. (Lampiran 11.3)



d) Uji kemampuan dan kepatutan Direktur (POJK No 4/P0OJK.3/2015 pasal 7)
Kedua Direktur telah lulus sertifikasi kompetensi Direktur dan telah lulus uji
kemampuan dan kepatutan Direktur. (Lampiran I1.4)

e) Perangkapan Jabatan Direktur (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 8)

Kedua Direktur tidak merangkap jabatan sebagai pengurus di perusahaan lain
namun Direktur Utama merangkap jabatan pada asosiasi yang masih berkaitan
dengan industri BPR.

No Nama Rangkap Jabatan

1

Ascar Setiyono, S.50s, MM Ketua DPD Perbarindo DIY

2

Kus Sentono Halim, SE

Keterangan: Surat Keputusan DPD Perbarindo Yogyakarta tentang penetapan Ketua
Dalam Lampiran 1.5

f)

g)

h)

Penggunaan Jasa profesional (POJK No 4/POJK.3/2015 pasal 17)

Kedua Direktur selama ini tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau
penyedia jasa profesional sebagai konsultan untuk segala keputusannya.
Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai pedoman dan tata tertib
kerja yang mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi
sesuai. (Lampiran 11.6)

Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi
dan pengambilan keputusan rapat Direksi harus dilakukan dengan
musyawarah mufakat. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat
Direksi yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir
didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi dan didokumentasikan dengan

baik. (lampiran 11.7)



Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawabnya sesuai kewenangan di BPR,

antara lain :

a)

b)

f)

i)

Direksi bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
Direksi wajib mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan Tanggung Jawab
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-
undangan.

Direksi wajib menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR
diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Direksi menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi Audit Intern,
Fungsi Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan. (Lampiran 11.8)

Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan merekomendasi dari Pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor
ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/
atau Otoritas lainnya.

Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang
memadai, antara lain dengan adanya :

1) Pemisahan tugas dan Tangggung Jawab antara unit kerja yang
menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang
operasional ; dan

2) Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan
Audit Intern, dan Independen terhadap unit kerja lain.

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada
pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai

dengan peraturan perundang- undangan.



j) Direksi wajib menyediakan data dan Informasi yang akurat,relevan, dan tepat
waktu kepada Dewan Komisaris.

k) Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/ atau penyedia jasa
profesional sebagai konsultan.

[) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan
tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

m) Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja
anggota Direksi.

n) Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan
tata tertib kerja atau Anggaran Dasar BPR mengikat dan menjadi tanggung
jawab anggota Direksi bersangkutan dan/ atau anggota Direksi lainnya sesuai

dengan Anggaran Dasar BPR dan/ atau peraturan perundang- undangan.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk
meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

Tanggungjawabnya.
Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

1. Training Transformasi digital pada BPR dalam menghadapi tantangan
Modern.

2. Sosialisasi Ketentuan SLIK (POJK dan rancangan SE OJK)

3. Training tentang Tata Kelola, Kepatuhan, APU PPT & Manajemen Resiko

4. Penguatan Fungsi Kepatuhan BPR dan Sosialisasi Skema Sertifikasi dan

Penyegaran/ Survailen.



B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

PT. BPR Chandra Muktiartha dipimpin oleh 2 (dua) orang Komisaris, 1
Komisaris Utama dan 1 Anggota Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Komisaris berjumlah 2 (dua) orang telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Pengangkatan Komisaris berdasarkan Akta Notaris No 27 tanggal 07 April 2017 Notaris
Stefanus Yuwono Tedjosaputro, ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH di Semarang, yang
telah memperoleh pengesahan dari yang berwenang, sebagaimana Kementrian
Hukum dan HAM Republik Indonesia. Masa jabatan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun
dan untuk Komisaris Utama akan berakhir pada tahun 2020, untuk Anggota Komisaris

akan berakhir pada tahun 2018.

Pada Tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Komisaris, sehingga susunan Komisaris
selengkapnya adalah sebagai berikut :

a) Pemenuhan jumlah Komisaris (POJK No 4/P0JK.03/2015 pasal 24)

Efektif Penunjukan Tahun
Nama Direktur Jabatan Persetujuan Persetujuan Berakhir
OJK/BI RUPS
FX Soewardi W.P ,BSC Komisaris Utama | 21-04-2017 07-04-2017 07-04-2020
Dharmawan, SE, Akt Komisaris 21-04-2017 29-04-2015 29-04-2018

Keterangan: Akta Penetapan Dewan Komisaris ada dalam Lampiran II.1

b) Tempat tinggal dan domisili Dewan Komisaris (POJK No 4/POJK.3/2015 psal 24)
Alamat dan tempat tinggal anggota Dewan Komisaris berada di Propinsi Yogyakarta

dan Propinsi Jawa Tengah .

No Nama Alamat sesuai KTP

JI. Tanggul Mas IV RT 04 RW 09 Panggung Lor,

1 | FXSoewardi W.P,BSC Semarang Utara, Semarang

2 Dharmawan, SE, Akt Beran Lor RT 06 RW 22 Tridadi Sleman

Keterangan: Foto Copy KTP Dewan Komisaris ada dalam Lampiran 11.9



Terkait dengan alamat dan tempat tinggal anggota Dewan Komisaris seperti dalam

tabel di atas sudah cukup memenuhi ketentuan yang berlaku.

c)

d)

Hubungan Keluarga Komisaris (POJK No 4/P0JK.3/2015 pasal 27)

Kedua Komisaris tidak saling memiliki ikatan hubungan keluarga baik dari pihak
ayahnya dan ibunya. (Lampiran 11.10)

Uji kemampuan dan kepatutan Komisaris (POJK No 4/P0OJK.3/2015 pasal 26)
Kedua Komisaris telah lulus sertifikasi kompetensi Komisaris dan telah lulus uji
kemampuan dan kepatutan. (Lampiran 11.11)

Perangkapan Jabatan Komisaris (POJK No 4/P0JK.3/2015 pasal 27)

Rangkap jabatan yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

No

Nama Rangkap Jabatan

PT. BPR Gunung Mas Klaten

FXS di W.P ,BSC
oewardi ! PT. BPR Jateng Semarang

Dharmawan, SE, Akt PT. BPR Karangwaru Pratama Yogyakarta

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan Tanggungjawabnya sesuai

kewenangan di BPR, antara lain :

a)

b)

Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola
pada setiap usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),
Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan strategis BPR kepada direksi yang disampaikan dalam

rapat bersama direksi dan dituangkan dalam risalah rapat.



d)

e)

g)

h)

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b),
Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai
kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang
mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; dan
2) Hal- hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan.
Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
huruf d) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi
tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan
audit dan rekomendasi dari Pejabat yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan
Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau Otoritas lainnya.
Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
1) Pelanggaran peraturan Perundang- undangan di bidang keuangan dan
perbankan; dan/atau
2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha BPR.
Dewan Komisaris wajib memiliki serta melaksanakan pedoman kerja dan tata
tertib kerja anggota Dewan Komisaris. ( Lampiran 11.12)
Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk

meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan Tanggungjawab.

Training dan/atau Sosialisasi yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris adalah Pelatihan

Penilaian Sendiri (Self Assesment) dan Pelaporan Tata Kelola Bagi BPR.



C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi

Kepemilikan Saham

PT.BPR chandra Muktiartha

Perusahaan lain

Ascar Setiyono, S.Sos, MM

Nihil

Nihil

Kus Sentono Halim, SE

Nihil

Nihil

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI

DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN , DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG

SAHAM BPR.

e Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi

lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

e Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi

lainnya, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Dewan

Kepemilikan Saham

Komisaris

PT.BPR Chandra

Perusahaan lain

BPR lai
Muktiartha amn
FX Soewardi W.P ,BSC Nihil Nihil Nihil
Dharmawan, SE, Akt Nihil Nihil Nihil

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN

KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DIREKSI DAN/ATAU

PEMEGANG SAHAM BPR.

o Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan

Komisaris lainnya,Direksi , dan Pemegang Saham.

e Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham.
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G. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. PT BPR Chandra Muktiartha telah menunjuk Direktur yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan dan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.

2. Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada
Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. (Lampiran 11.8)

3. Dalam Pelaksanaan kerja, fungsi kepatuhan telah melakukan sosialisasi
beberapa peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

4. Dalam pelaksanaaan kerja, fungsi kepatuhan antara lain wajib menyusun
dan/ atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dan
telah melakukan pemantauan pemberian kredit.

5. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran
dana dan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan
perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.

6. Pengangkatan, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri Diruktur yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan yang mengatur
mengenai pengangkatan, pemberhentian dan/ atau pengunduran diri
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan mengenai BPR.

7. Dalam Hal Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan
tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR wajib
mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan dan wajib melaporkan pergantian tersebut kepada Otoritas Jasa
Keuangan.

8. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan bertugas dan bertanggung
jawab menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR
memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-
undangan yang lain, Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak

menyimpang dari peraturan perundang- undangan, Memantau dan menjaga
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9. kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada
Otoritas Jasa Keuangan.

10. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib mencegah Direksi BPR
untuk tidak menetapkan kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang
dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang- undangan

lain.

H. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

1. PT. BPR Chandra Muktiartha telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Fungsi Audit Intern. (Lampiran 11.8)

2. Fungsi Audit Intern telah memiliki Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi
Audit Intern. (Lampiran 11.13)

3. Fungsi Audit Intern bertugas dan bertanggung jawab untuk

e membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam
melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit,

e Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi,
operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara
pemeriksaan langsung dan analisis dokumen

e Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan
meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana

e Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang
kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan
Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya telah membuat laporan hasil
audit atau laporan pemeriksaan setiap bulannya kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris dengan tembusan Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan. (Lampiran.14)
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. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
1. Dalam pelaksanaan Audit Laporan Keuangan, PT. BPR Chandra Muktiartha
menunjuk Kantor Akuntan Publik. (Lampiran 11.15)
2. Pelaksanaan audit ekstern wajib memenuhi ketentuan yang mengatur
mengenai tranparasi kondisi keuangan BPR.
3. PT. BPR Chandra Muktiartha telah melaporkan hasil Audit dari Kantor

Akuntan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

J. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

1. PT. BPR Chandra Muktiartha memiliki kebijakan terkait dengan Batas
Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik kepada pihak terkait atau pihak tak
terkait.

2. Terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Direksi
menindaklanjuti dengan menerbitkan Memorandum Intern tentang Batas
Wewenang Memutuskan Kredit (BWMK). (Lampiran 11.16)

3. Proses pemberian kredit kepada pihak terkait selama ini sudah sesuai dengan

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

K. RENCANA BISNIS BPR
1. PT. BPR Chandra Muktiartha telah menyusun rencana bisnis yang meliputi
rencana strategis jangka panjang dan rencana tahunan.
2. PT BPR Chandra Muktiartha telah menyampaikan rencana bisnis

sebagaimana nomer 1) dan perubahannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

L. TRANSPARASI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN
Terkait dengan kondisi keuangan, PT. BPR Chandra Muktiartha sudah membuat

laporan :
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M. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Laporan Publikasi

a. Laporan Keuangan

b. Kualitas Aktiva Produktif dan Rasio Keuangan

c. Susunan Pengurus dan Komposisi Pemegam Saham

Laporan Tahunan

Laporan tersebut sudah disampaikan kepada Bank Indonesia dan sudah

dipublikasikan.

Yang dimaksud dengan Gaji adalah Hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah

a.

b.

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 6,14 :1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,33:1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,16:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,82:1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 2,57 :1

N. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat- rapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

optimalisasi pencapaian laba usaha

No Topik Rapat Tanggal Peserta Rapat
Evaluasi kinerja terutama FX.Soewardi WP BSC
1 | Penyelesaian NPL serta 11-01-2017 | pharmawan SE,Akt
optimalisasi pencapaian laba usaha
Evaluasi kinerja terutama FX.Soewardi WP BSC
2 | Penyelesaian NPL serta 10-03-2017 | pharmawan SE,Akt
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3 Evaluasi kinerja dan penerapan 50.08.2017 FX.Soewardi WP BSC
pelaksanaan Tata Kelola untuk BPR Dharmawan SE,Akt

4 | Evaluasi kinerja terutama 15-06.2017 FX.Soewardi WP BSC
penyelesaian NPL Dharmawan SE,Akt

s Evaluasi penerapan program APU 19.07-2017 FX.Soewardi WP BSC
PPT dan penyelesaian NPL Dharmawan SE,Akt

6 Evaluasi kinerja terutama 14.08.2017 FX.Soewardi WP BSC
penyelesaian NPL Dharmawan SE,Akt
Membahas tentang Rencana Bisnis FX.Soewardi WP BSC

7 | dan Evaluasi kinerja terutama 12-09-2017 | pharmawan SE,Akt
penyelesaian NPL

g Evaluasi kinerja dan tindak lanjut 12102017 FX.Soewardi WP BSC
perbaikan penyelesaian NPL Dharmawan SE,Akt
Evaluasi kinerja terutama EX.Soewardi WP BSC

9 | penyelesaian NPL dan tindak lanjut | 08-11-2017 | pharmawan SE,Akt
LHP OJK 2017
Evaluasi kinerja terhadap RKAT .

1o | terutama penyelesaian 11.12.2017 FX.Soewardi WP BSC
NPL,pemantauan tindak lanjut LHP Dharmawan SE,Akt
0JK 2017

Jumlah Rapat

Keterangan: Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat. (Lampiran 11.17)

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris :

Nama Anggota Dewan

Jumlah kehadiran

Persentase kehadiran

Komisaris
FX.Soewardi WP BSC 10 100%
Dharmawan SE,Akt 10 100%
Total rapat per tahun 10 kali
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O. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH

BPR
Jumlah Kasus yang dilakukan oleh
Internal Froud dalam 1 Direksi Dewan p i Tet Pegawai
tahun Irexs! Komisaris cgawal fetap Kontrak
2017 2017 2017 2017
Total Froud Nihil Nihil 1 Nihil
Telah Diselesaikan ) ) Telah selesai -
Dalam proses penyelesaian i i i -
internal BPR
Belum diupayakan i i i -
penyelesaiannya
Telah ditindaklanjuti melalui i i i -
proses hukum
Pada Tahun 2017 ada 1 kasus penyimpangan intern dan telah diselesaikan
. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
Jumlah
P lahan Huk
ermasalanan Hukum Perdata | Pidana
Kantor Pusat ada 7 Permasalahan Hukum 7 -
Telah selesai ( telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2 -
Dalam Proses penyelesaian 5 -
Kantor Cabang Kota ada 1 Permasalahan Hukum 1 -
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 1 -
Dalam Proses penyelesaian ) -
Kantor Cabang Wonosari ada 4 Permasalahan Hukum 4 -
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) 2 -
Dalam Proses penyelesaian 2 -
Total Permasalah Hukum 12 -

Pada tahun 2017 terdapat 12 Permasalahan Hukum
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Q. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukan pemberian kredit kepada pihak terkait :

No Nama dan Jabatan | Namadan | Jenis Nilai Keterangan
Pihak yang Jabatan Transaksi Transaksi
memiliki Benturan | Pengambil (Juta
Kepentingan Keputusan Rupiah)
NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL NIHIL

Pada tahun 2017 tidak terdapat Benturan Kepentingan

R. PEMBERIAN DANA / BANTUAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN, BAIK NOMINAL

MAUPUN PENERIMA DANA.

No Nama Penerima Jumlah (Juta RP) Tanggal

1 | Bendahara GKJ Rongkop Rp. 1.000.000 13-03-2017

) Panl'tlé'l Acara Peringatan Hari Rp. 250.000 27-04-2017
Kartini
Panitia Acara Grand Opening 20-06-2017

3 | GOR Siyono Rp. 450.000

4 | Panitia Syawalan Desa Wonosari Rp. 300.000 07-07-2017

5 | Bendahara Desa Rp. 250.000 15-07-2017

6 | Panitia acara HUTRI Rp. 250.000 26-07-2017

7 | Bendahara Desa Rp. 250.000 14-08-2017
Panitia acara senam masal & 18-08-2017

Rp. 400.

8 jalan sehat HUT RI p. 400.000

9 | Panitia Hari Raya Idul Adha Rp. 250.000 25-08-2017
Panitia Lomba menembak HUT 28-08-2017

1 Rp. 500.

0 Labak Sultan Agung p. 500.000

11 Panitia Per.lgajlan Rutin Kec. Rp. 350.000 09-11-2017
Karangmojo

12 | Sekretariat Banjir Wonosari Rp. 2.500.000 30-11-2017
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13 | Sekretariat Banjir Wonosari Rp. 1.000.000 02-12-2017
Panitia HUT Media IN -12-

14 .al’lltla UT Media INGO Gunung Rp. 500.000 04-12-2017
Kidul

15 | Sekretariat Banjir Wonosari Rp. 200.000 05-12-2017

16 Panitia Ac'ara Hari Ibu Kab. Rp. 250.000 12-12-2017
Gunung Kidul

Pada tahun 2017 ada 13 pemberian Dana / Bantuan untuk kegiatan sosial.

HASIL PENILAIAN ( SELF ASSESMENT )

Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomer 4/P0OJK.03/2015 pasal 77

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Chandra

Mubktiartha melakukan Self Assessment untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2017. Kertas kerja dan kesimpulan Self Assessment dilampirkan dalam

laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit Self Assessment untuk

periode 2017 :

No Faktor yang dinilai Bobot B Peringkat Nilai
1 Pelaksan.aan Tugas dan Tanggung 20 Baik 1,90
Jawab Direksi
2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung 15 Sangat Baik 1,72
Jawab Dewan komisaris
3 Penanganan Benturan Kepentingan 10 Cukup Baik 3
4 Penerapan Fungsi Kepatuhan 10 Baik 2,31
5 Penerapan Fungsi Audit Intern 10 Cukup Baik 2,28
6 Penerapan Fungsi Audit Ekstern 25 Baik 1,80
7 Penerapan Manajemen Resiko,
termasuk sistem Pengendalian 10 0 0,00
Intern *
8 Batas Maksimum Pemberian Kredit 75 Sangat Baik 1,5
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PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT

CHANDRA MUKTIARTHA

e

9 Rencana Bisnhis BPR 75 Baik 2,00

10 || Transparansi Kondisi Keuangan dan 75 Baik 2,00
Non Keuangan

Nilai Komposit 100 2,06

Peringkat Komposit Baik

*) diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang
mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut
sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90

Kesimpulan :

Secara umum hasil Self Assessment menunjukan penerapan tata kelola memiliki
peringkat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada Faktor 3 , faktor 4 dan faktor
5, dan pada tahun 2018 akan diupayakan perbaikan nilai pada ketiga faktor
tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi-dan pelaksanaannya.

fots-

FX. Soewardi W.P. ,Bsc
Komisaris Utama

Bantul, 10 April 2018
PT. BPR Chandra Muktiartha

Direktur/Uthma
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N

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR
Nama BPR PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
Alamat BPR JL. Gedongkuning No. 150A Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Posisi Laporan

31 Desember, 2017

Modal Inti BPR

Rp20,925,198,063

Total Aset BPR

Rp245,042,315,233

Bobot Faktor BPR

B




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

Keterangan

2

3

4

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang,
dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai
Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Sudah ada 2 orang Direksi,dan salah satu
anggota direksi sudah ditunjuk sebagai
direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan

2)

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di
kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten
yang berbeda pada provinsi yang sama, atau
kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi
lokasi Kantor Pusat BPR.

Kedua anggota direksi bertempat tinggal di
kota yang berbatasan langsung dengan
kabupaten lokasi Kantor Pusat.

3)

Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank,
Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai
politik atau organisasi kemasyarakatan).

Salah satu direksi menjabat sebagai ketua
PERBARINDO DIY

4)

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau
anooota Dewan Komisaris

Semua anggota direksi tidak ada hubungan
keluarga.

S)

Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan
dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek
yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik
proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah
didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup
pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan,
dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan
perorangan dan/atau penyedia jasa profesional
adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi
untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.

Semua anggota direksi tidak menggunakan
Jasa Profesional

6)

Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan
dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah
ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa
jabatannya.

Semua anggota direksi telah lulus Fit and
Profer OJK dan telah ditetapkan oleh RUPS

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 6

jumlah

1.83

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.92




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

=

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

7)

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara independen dan tidak memberikan kuasa
umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas
dan wewenang tanpa batas.

Semua anggota direksi telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya

8)

Direksi menindaklanjuti temuan audit dan
rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk
sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil
pengawasan otoritas lain.

Direksi menindaklanjuti temuan audit

9)

Direksi menyediakan data dan informasi yang
lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada
Dewan Komisaris.

Direksi memberikan data dan informasi
terkini dan akurat.

10)

Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat
strategis  dilakukan berdasarkan musyawarah
mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai
musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang
berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion
jika terdapat perbedaan pendapat.

Setiap keputusan rapat direksi bersifat
strategis dan berdasarkan musyawarah
mufakat.

11)

Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan
pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta
tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan
pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas
lainnya yang ditetapkan RUPS.

Direksi tidak menggunakan BPR untuk
kepentingan pribadi/ keluarga.

12)

Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara
berkelanjutan dalam rangka peningkatan
pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan
terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang
mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung
jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang
organisasi antara lain dengan  peningkatan
keikutsertaan pegawai BPR dalam
pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan

DI TR O PRI

Direksi telah membudayakan
pembelajaran,pengembangan kualitas SDM
melalui pelatihan.

13)

Anggota Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya, antara lain
pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-
hatian

Direksi mampu mengimplementasikan
kompetensi dalam pelaksanaan tugas.

14)

Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan
tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit
mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan
neraturan ranat

Direksi telah memiliki dan
melaksanakannya

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx?2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

12

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

16

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 8

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.80




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 S
1 |Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

15) |Direksi mempertanggungjawabkan  pelaksanaan Direksi telah mempertanggungjawabkan
tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. v melalui RUPS

16) |Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai Direksi telah menyusun kebijakan dan
mengenai kebijakan strategis BPR di bidang v sosialisasi yg strategis ke SDM
kevegawaian.

17) |Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam
dan didokumentasikan dengan baik, termasuk risalah rapat dan didokumentasikan.
pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang v
terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada
seluruh Direksi.

18) |Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan Terdapat peningkatan kompetensi Direksi
kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dan karyawan dan memberikan cukup baik
dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain terhadap kinerja.
dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian v
permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian
hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

19) |Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Laporan Tata kelola akan dikirim ke OJK,
Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Perbarindo
Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah v
ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 1 2 0 0 0
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 9
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.80
pertanvaan (S): 5

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.18
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S+ P+ H 1.90
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot 0.42

Faktor 1




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3
(tiga) orang.

BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:
Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2
(dua) orane.

Sudah ada 2 Dewan komisaris

2) |Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui
jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.

Sama dengan jumlah anggota Direksi

3) |Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji
Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat
melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa
jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang
menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya
masa iabatan

Semua Dewan Komisaris telah lulus Uji
kemampuan dan kepatutan dan telah
diangkat melalui RUPS.

4) |Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris
bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan
langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.

Salah satu Dewan Komisaris bertempat
tinggal pada provinsi lokasi Kantor Pusat
BPR.

5) |BPR memiliki Komisaris Independen:

a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari
jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris
Independen.

b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota
Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Semua Dewan Komisaris Independen

6) |Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib
kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja,
dan rapat.

Dekom telah memiliki dan
melaksanakannya.

7) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai
anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR
atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat
eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.

Komisaris Utama merangkap di 2
BPR,anggota komisaris merangkap di 1
BPR

8) Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga atau semenda sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau Direksi.

Semua dewan komisaris tidak memiliki
hubungan keluarga.

9) |Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga
dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh komisaris Independen

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

12

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 9

jumlah

1.33

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.67




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

10)

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara
lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis
terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk
prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris telah melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

11)

Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,
Komisaris mengarahkan, memantau dan
mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

Dekom telah memberikan
pengarahan,pemantauan dan evaluasi
kinerja BPR.

12)

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan
keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam
hal penyediaan dana kepada pihak terkait
sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas
maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain
yang ditetapkan dalam peraturan perundangan
dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

Dewan Komisaris tidak terlibat dalam
pengambilan keputusan kegiatan
operasional.

13)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi
menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern,
hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau
hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan
meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen
hasil tindak lanjut temuan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa
direksi menindaklanjuti temuan audit.

14)

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan
Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan
yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat
1 bulan sekali.

15)

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang
bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam
hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai
ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan
dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.

Hasil Rapat Dewan Komisaris berdasarkan
musyawarah mufakat.

16)

Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak
lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan
BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima
keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan
fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR
untuk kepentingan pribadi/keluarga.

17)

Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan
terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

Dewan komisaris telah melakukan
pemantauan thdp laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

14

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

17

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 8

2.13

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.85

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

18)

Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam
risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan
jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika
terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Hasil rapat Dewan Komisaris telah
dituangkan dalam risalah rapat dan
didokumentasikan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.20

Penjumlahan S + P + H

1.72

Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot

Faktor 2

0.29




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB KB TB Keterangan

2 3 4 S

3 |Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite
Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai
ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 1

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

0.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

Komite Audit melakukan
penerapan fungsi audit intern.

evaluasi  terhadap

3)

Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi

terhadap penerapan fungsi manaiemen risiko.

4)

Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang
dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara
lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib
keria

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 3

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.00

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

S)

Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan
audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada
Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi
RPR

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 1

jumlah

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.00

Peniumlahan S+ P+ H

0.00

Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot
Faktor 3

0.00




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 S
4 |Penanganan Benturan Kepentingan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) [BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BPR belum memiliki Kebijakan,Sistem dan
penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang Prosedur dalam menghindari benturan
mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR v kepentingan.
termasuk administrasi, dokumentasi dan
pengungkapan benturan kepentingan dimaksud
dalam Ricalah Ranat
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4[ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 0 0 4 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 4.00
pertanvaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 2.00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Tidak terdapat benturan kepentingan.
Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat
Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat v
merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau
tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki
benturan kepentingan tersebut.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|[ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 2 0 0 0
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanvaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

3) |Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR Tidak terdapat benturan kepentingan.
atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan v
dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi
denoan baik
Jumlah iawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4|[ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 2 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanvaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P + H 3.00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot 0.33

Faktor 4




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR dengan modal inti paling sedikit Direksi yang ditunjuk membawahi fungsi
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): kepatuhan tidak menangani penyaluran
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi dana.
kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit
untuk:

a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;

b. tidak membawahkan bidang operasional v
penghimpunan dan penyaluran dana; dan

c. mampu bekerja secara independen.

BPR dengan modal inti kurang dari

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.

2) |Anggota Direksi yang membawahkan fungsi direktur yang membawahkan fungsi
kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa v kepatuhan memahami peraturan OJK dan
Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain peraturan perundang- undangan lainnya.
vang berkaitan dengan nerbankan.

3) |BPR dengan modal inti paling sedikit Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif fungsi
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): kepatuhan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
membentuk  satuan  kerja  kepatuhan yang
independen terhadap satuan kerja atau fungsi
operasional.

BPR dengan modal inti kurang dari| |
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan
menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi
kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau
fungsi operasional.

4) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan akan
menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau v menyusun pedoman Kerja,sistem dan
mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur prosedur kepatuhan.
kenatuhan.

5) BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, -
wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan Kkerja v
kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani
funosi kenatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3[dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 1 4 3 4 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 12
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.4
pertanvaan (S): 5
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00

Kelola (S): 50%




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

5 |Penerapan Fungsi Kepatuhan

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi
seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan lain termasuk
penyampaian laporan kepada  Otoritas Jasa

Kenanagan dan ataritac lainnyva

Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan akan memastikan bahwa BPR
telah mematuhi peraturan perundang2an
yang berlaku.

7)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong
terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain
melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.

Telah disosialisasi terkait peraturan2
terbaru tentang kepatuhan.

8)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR
terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan
tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan
dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang
dari ketentuan Keuangan dan

Otoritas Jasa

peraturan perundang-undangan.

Telah memantau dan menjaga kepatuhan
BPR

9)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa
seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur,
serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah
sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
dan peraturan perundang-undangan.

PE fungsi kepatuhan memastikan smua
sesuai dengan ketentuan OJK.

10)

Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang
menangani kepatuhan melakukan
dan/atau  merekomendasikan  pengkinian dan
penyempurnaan  kebijakan, ketentuan, sistem
maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai
dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan
peraturan perundang-undangan.

fungsi reviu

PE fungsi kepatuhan akan mereviu dan
merekomendasikan pengkinian dan
penyempurnaaan sesuai ketentuan OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5S

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

11

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 5

jumlah

2.2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.88

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

11)

BPR berhasil menurunkan
terhadap ketentuan

tingkat pelanggaran

BPR berusaha menurunkan tingkat
pelanggaran.

12)

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi
kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada
Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan
Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang
membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur

Utama, laporan disampaikan kepada Dewan
i

Direksi yang ditunjuk membawahkan
fungsi kepatuhanakan menyampaikan
laporan kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

13)

Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi
Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada
Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan
atau keputusan Direksi yang menyimpang dari
peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
peraturan perundang-undangan lain, sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Direksi yang ditunjuk membawahkan
fungsi kepatuhan akan menyampaikan
laporan khus apabila terjadi penyimpangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi
pertanvaan (S): 3

jumlah

2.33

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 10%

0.23

Penjumlahan S+ P + H

2.31

Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot
Faktor 5

0.26




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

6 |Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.

Telah menunjuk PE Audit Intern.

2)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta
sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi
auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan
dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan
Komisaris.

PE Audit Intern telah menyusun dan
mengkinikan pedoman Kerja serta sistem
dan prosedur Audit Intern.

3)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen
terhadap satuan kerja operasional (satuan Kkerja
terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).

PE Audit Intern Bertanggung jawab terhadp
pelaksanaan fungsi Audit Intern.

4)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

PE Audit Intern Bertanggung jawab
Langsung kepada Direktur Utama.

S)

BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan
sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi
audit intern.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

10

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 5

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

6)

BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan
ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun
oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan
yang  secara langsung  diperkirakan  dapat
mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.

BPR akan menerapkan fungsi Audit Intern
sesuai pedoman Audit Intern yang telah
disususn.

7)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan
kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga)
tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan
fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta
perbaikan yang mungkin dilakukan.

8)

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit)
dilaksanakan secara memadai dan independen yang
mencakup persiapan audit, penyusunan program
audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan
tindak lanjut hasil audit.

9)

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
sumber daya manusia secara berkala dan
berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit
intern

Akan melaksanakan peningkatan
ketrampilan SDM secara berkala.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.75
pertanvaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.10

Kelola (S): 40%




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

Penerapan Fungsi Audit Intern

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

10)

SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah
menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern
kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan
tembusan kepada anggota Direksi yang

memhawahlran fitnosi Kenatuuhan

PE Audit Intern telah menyampaikan
Laporan ke Direktur Utama Dan Dewan
komisaris

11)

BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan
pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus
(apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menyampaikan Laporan hasil
Audit Intern.

12)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh
pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

13)

BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau
pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah menyampaikan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 7
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.75
pertanvaan (S): 4

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.18
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S+ P+ H 2.28
Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot 0.25

Faktor 6




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
7 |Penerapan Fungsi Audit Ektern

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor -
Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek
legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, v
standar profesional akuntan publik, dan komunikasi
antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP
dimalrend
Jumlah iawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 2 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanvaan (S): 1
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 1.00
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, -
BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta v
memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan
Dewan Komisaris

3) |[BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan -
Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan. v
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 1 2 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 3
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.50
pertanvaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.60
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |[Hasil audit dan Management Letter telah -
menggambarkan permasalahan BPR dan v
disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh
KAP vang dituniuk

5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan -
ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam v
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah iawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanvaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S+ P+ H 1.80
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot 0.05

Faktor 7




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)
1) [BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar
rupiah):
BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan
satuan kerja Manajemen Risiko;
BPR dengan modal inti paling sedikit
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan
puluh milyar rupiah):
BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen
Risiko
BPR dengan modal inti kurang dari
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):
BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif]
yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi
Manajemen Risiko.
2) |BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur
Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3) |BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis
mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada
produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanvaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00

Kelola (S): 50%




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 S
8 |Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)
4) |Direksi: -
a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan
Manajemen Risiko secara tertulis, dan
b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang
memerlukan persetujuan Direksi.
5) |Dewan Komisaris: -
a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan
Manajemen Risiko,
b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas
pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan
c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan
Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6) |BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, -
pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap
seluruh faktor Risiko yang bersifat material.
7) |BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang -
menveluruh.
8) |BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh -
risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan.
9) |BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu -
sistem  informasi manajemen yang mampu
menyediakan data dan informasi yang lengkap,
akurat. kini. dan ntuh
10) |Direksi telah melakukan pengembangan budaya -
manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi
dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi
mengenai manajemen risiko.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0.00
pertanvaan (S): 7
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 40%
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)
11) |BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko -
lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa
Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12) |BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru -
yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Jumlah iawaban pada Skala Penerapan ax]l|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 0 0 0 0
Penerapan
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 0
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 0
pertanvaan (S): 2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.00
Kelola (S): 10%
Penjumlahan S + P+ H 0.00
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot 0.00

Faktor 8




Skala Penerapan

No Kriteria/Indikator SB B CB KB TB Keterangan
1 2 3 4 5
9 |Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1) |BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur BPR telah memiliki kebijakan BMPK.
tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait,
debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut v
monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai
bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan
verkreditan BPR.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|[dx4[ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 1 0 0 0 0
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 1
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 1.00
pertanvaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.50
Kelola (S): 50%

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2) |BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan BPR telah mengevaluasi dan mengkinikan
kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar v sistem dan prosedur BMPK.
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Telah sesuai BMPK
terkait dan/atau pemberian kredit besar telah
memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan v
tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-
hatian maupun peraturan perundang-undangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan ax1l|bx2|cx3|dx4]|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala 0 4 0 o 0
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanvaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.80
Kelola (S): 40%

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

4) |Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak Tidak ada kredit pihak terkait yang
terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar melebihi BMPK
dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan v
secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan
Otaritas .Taca Kenanoan

5) |BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK v BPR tidak melanggar BMPK
sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah iawaban nada Skala Peneranan axl|bx2|cx3|dx4|ex5
Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala 0 4 0 0 0

Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanvaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S+ P + H 1.50
Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot 0.13

Faktor 9




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

B CB KB TB Keterangan

2 3 4 S

10 |Rencana Bisnis BPR

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan
disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi
dan misi BPR.

Direksi telah menyusun Rencana Bisnis
v dan disetujui Dewan Komisaris.

2)

Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana
strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR
yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan
Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana Bisnis telah sesuai ketentuan
OJK.

3)

Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh
pemegang saham dalam rangka memperkuat
permodalan dan infrastruktur yang memadai antara
lain sumber daya manusia, teknologi informasi,
jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

Rencana Bisnis telah sesuai ketentuan
OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 3

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

4)

Rencana bisnis BPR disusun dengan
mempertimbangkan paling sedikit:

a. faktor eksternal dan internal yang dapat
mempengaruhi kelangsungan usaha BPR;

b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-
hatian; dan

£ _nanaranan manaiaman ricilza

Rencana Bisnistelah mempertimbangkan 3
faktor.

5)

Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.

Dewan Komisaris telah melaksanakan
pengawasan.

Jumlah iawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Telah disampaikan kepada OJK.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2|cx3|dx4|ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2
pertanvaan (S): 1

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S+ P+ H 2.00
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot 0.17

Faktor 10




No

Kriteria/Indikator

Skala Penerapan

SB

CB

KB

TB

2

3

4

Keterangan

11 |Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)

1)

Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non
keuangan yang didukung oleh sistem informasi
manajemen yang memadai sesuai ketentuan
termasuk sumber daya manusia yang kompeten

untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat,
Lini_danitith

telah membuat laporan keuangan dan non
keuangan.

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx 4

ex5

Hasil perkalian wuntuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

2

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 1

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 50%

1.00

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)

2)

BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap
triwulanan dengan materi paling sedikit memuat
laporan keuangan, informasi lainnya, susunan
pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

telah menyusun laporan publikasi
triwulanan.

3)

BPR menyusun laporan tahunan dengan materi
paling sedikit memuat informasi umum, laporan
keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan
keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek
transparansi dan informasi, serta seluruh aspek
pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Wenionaon

Dalam Laporan tahunan telah memuat
aspek pengungkapan sesuai ketentuan
OJK.

4)

BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai
produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah
BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata
cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR telah melaksanakan transparasi sesuai
ketentuan OJK.

5)

BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata
cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Sudah sesuai dengan ketentuan OJK.

Jumlah iawaban pada Skala Penerapan

axl

bx2

cx3

dx4

exS

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah
pertanvaan (S): 4

2.00

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata
Kelola (S): 40%

0.80

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)

6)

Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi
ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota
Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas
serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
kepada  Otoritas Jasa Keuangan dan/atau
dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa

Wenonaon

Sudah sesuai dengan ketentuan OJK.

7)

Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak
lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan
disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.

Sudah sesuai ketentuan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan

bx2

dx4

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala
Penerapan

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan 4
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah 2.00
pertanvaan (S): 2

Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata 0.20
Kelola (S): 10%

Penjumlahan S + P+ H 2.00
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot 0.17

Faktor 11




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor 0.42 0.29 - 0.33 0.26 0.25 0.05 - 0.13 0.17 0.17 2.06
Predikat Komposit Baik
Kesimpulan

Hasil penilaian terhadap penerapan tata kelola pada tahun 2017, PT. BPR Chandra Muktiartha mendapat nilai komposit sebesar 2,06
dengan predikat Komposit BAIK.

Secara keseluruhan PT. BPR Chandra Muktiartha telah menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dengan baik namun masih banyak
faktor- faktor Tata Kelola yang harus diperbaiki khususnya adalah Penanganan Benturan Kepentingan, Penerapan Fungsi Audit Intern.

Rencana tindak lanjut kedepan adalah mulai memperbaiki secara bertahap setiap faktor- faktor tersebut dimulai dari struktur dan
infrastruktur lebih dulu yang dilanjutkan pada tahapan proses, telah ditunjuk satu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
tetapi belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan selanjutnya akan mendapatkan
hasil yang lebih baik. Evaluasi dari hail perbaikan Tata Kelola selalu harus dilakukan untuk mengetahui titik- titik kelemahan di
setiap faktor dan tahapan Tata Kelola.
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